
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SUMBA BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT 

NOMOR Z TAHUN 2024 

TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 

BESARAN DANA DESA PADA SETIAP DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAT SUMBA BARAT, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang 
Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah 
Kabupaten Sumba Barat menetapkan Rincian Dana Desa pada 
setiap Desa Tahun Anggaran 2024, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Oesa 
pada Setiap Desa ;  

•  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I 
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang--Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang--Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Bagian Hukum
SALINAN



Menetapkan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8623); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara PRepublik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6883); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 1037); 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas 
Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 868); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional 
Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang 
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 1051); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang 
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052) 

MENETAPKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN RINCAN BESARAN DANA DESA PADA SETIAP 
DESA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang meriliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau ha 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 



3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

4. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa 
dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan 

5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa 

6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal 
dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin 
tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal 

7. AlokKasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. 
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesultan geografis. 
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka 

yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel 
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

11.Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian 
uang tunai kepada jdih.kemenkeu.go.id - 4 - keluarga penerima manfaat di Desa yang 
bersumber dani Dana Desa 

12. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang 
selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka 
memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan 
menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaring.an 
berbasis web. 

13.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu 
dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan 
Desa dan prakasa masyarakat Desa. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RP.JM 
Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun 

15.Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun. 

16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa 

17.Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan 
ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan 
mas yarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan 

18.Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi 
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan 
menanggulangi kemiskinan. 

19.Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami 
kemiskinan dalam berbagai bentuknya. 

20.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening 
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan 

21.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa 
yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan 



• 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024 

b. penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024; dan 

c. penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024. 

BAB II 

PENGALOKASIAN DANA DESA SE TIAP DESA 

Pasal 3 

(1) Dana Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Ro 71.000.000.000.000,00 (tujuh 

puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas 

a. sebesar Rp 69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah) 

pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran 

berjalan berdasarkan formula; dan 

b. sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana 

Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan 

kebijakan Pemerintah 

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap 

Desa yang terdiri atas: 

a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa 

atau sebesar Rp 44,849.894.546.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus 

empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus 

empat puluh enam ribu rupiah), 

b. Alokasi Afirmasi sebesar 1 % (satu persen) dani anggaran Dana Desa atau sebesaf 

Rp 689.992.320.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus 

sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); 

c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesat 

Rp 2.759.951.700.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan 

ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan 

d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa atau 

sebesar Rp 20.700.161.434.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar seratus 

enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). 

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan dengan 

selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja 

yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa. 

(4) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan 

sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu 

Pasal 4 

(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibagikan 
epada setiap Desa berdasarkan laster Desa. 

(2) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat () dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster 
berdasarkan jumlah penduduk 



(3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai 

berikut: 

Klaster Jumlah Penduduk Besaran Alokasi Dasar 

Desa 

1 1-100 Rp. 418.958.000 (Empat Ratus Delapan Belas 

Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu 

Rupiah) 

2 101 - 500 Rp. 481.802.000 (Empat Ratus Delapan Puluh 

Satu Ribu Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah) 

3 501-1500 Rp. 544.646.000 (Lima Ratus Empat Puluh 

Empat Ribu Enam Ratus Empat Enam Ribu 

Rupiah) 

4 1501 -- 3000 Rp. 607-490.000 (Enam Ratus Tujut Juta 

Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) 

5 3001-5000 Rp. 670.334.000 (enam ratus tujuh puluh ribu 

tiga ratus tiga puluh empat) 

6 5001 - 10.000 RD. 733.178.000 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu 

seratus tujuh puluh delapan ritou rupiah) 

7 Lebih dari 10.000 Rp. 796.022.000 (tujuh ratus sembilan puluh 

enam ribu dua puluh dua ribu rupiah) 

Pasal 5 

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagikan 

kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 

miskin terbanyak. 

(2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus: AA Desa = 

(0,01 x DD) / {(1,1 x DST)+ (1 x DT)} Keterangan: AA Desa = Alokasi Afrmasi setiap 

Desa DD = pagu Dana Desa nasional DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin terbanyak 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin 

terbanyak dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 



(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 

miskin terbanyak dihitung sebesar 1, 1 (satu koma satu) kali Alokasi Afirmasi setiap 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

ditetapkan sebagai berikut 

Staus Desa Besaran Alokasi Afirmasi 

Desa Tertinggal RD. 94. 800.000 (sembilan puluh empat juta 

delapan ratus ribu rupiah) 

Desa Sangat Tertinggal Rp. 104.280.000 (seratus empat juta dua 

ratus delapan puluh ribu rupiah) 

(6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (4) merupakan Desa yang berada pada kelompok Desa di desil 3 (tiga) sampai 

dengan desil 10 (sepuluh) berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan 

Pasal 6 

(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibagikan 

kepada Desa dengan kinerja terbaik 

(2) Penetapan jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten ditetapkan 

secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut; 

Jumlah Desa Persentase Jumlah Desa Penerima 
Alokasi Kiner[a 

1-51 17% (tujuh belas persen) 

52-100 16% (enam belas persen) 

101-400 15% (ima belas persen) 

401-500 14% (empat belas persen) 

Lebih dari 500 13% (tiga belas persen) 

(3) Penetapan desa dengan kinerja desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), 
dinilai berdasarkan 

a. Kriteria Utama; dan 
b. Kriteria Kinerja. 

(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: 

a. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023; 

b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu Dana 
Desa tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan 

c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 sampai 
dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa 



(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas 

a. indikator wajib; dan/ atau 
b. indikator tambahan 

(6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikelompokkan dalam 4 
(empat) kategori dengan bobot, yaitu 

a. pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua 
puluh persen), terdiri atas 
1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB 

Desa dengan bobot 50% (lira puluh persen); dan 
2. status operasional badan usaha milik Desa dengan bobot 50% (lima puluh 

persen); 
b. pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh 

persen), terdiri atas 
1. persentase anggaran BLT Desa terhadap total Dana Desa dengan 

bobot 45% (empat puluh lima persen); dan 
2. persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola dengan 

bobot 35% (tiga puluh lima persen); dan 

3. pemenuhan persentase anggaran ketahanan pangan terhadap total Dana 

Desa paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dengan bobot 20% (dua 

puluh persen); 

c. capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua 
puluh lima persen), terdiri atas 
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh 

persen); dan 
2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh 

persen); 
d. capaian hasil pembangunan Desa tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga 

puluh lima persen), terdiri atas 

1. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 50% (lima puluh 

persen); dan 

2. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 50% (lima puluh 

persen). 

(7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikelompokkan 
menjadi; 
a. indikator tambahan minimal; dan 
b. indikator tambahan opsional 

(8) Indikator tambahan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) terdiri 

atas' 

a. pengiriman data APB Desa tahun anggaran 2021; 

b. pengiriman data APB Desa tahun anggaran 2022; 

c. pengiriman data APB Desa tahun anggaran 2023; 

d. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah 

Desa terakhir; dan 

e. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan 

perubahannya tahun anggaran 2023. 



(9) Indikator tambahan opsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdiri 
atas: 
a. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun 

anggaran 2021; 
b. pengiriman data laporan realisasi APBDes bulan Desember tahun 

anggaran 2022; 
c pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa dan 

Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun 
anggaran 2021; 

d. pengiriman Laporan Daftar Transaksi Harian (0TH) Belanja Desa dan 
Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa bulan Desember tahun 

anggaran 2022, 
e. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2023; 
f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya mengenai APB Desa tahun 

anggaran 2023; 
g. ketersediaan data dan/ atau dokumen barang milik Desa, 
h. implementasi cash management system pada sistem pengelolaan keuangan 

Desa; 
i. implementasi sistem keuangan Desa secara online pada pengelolaan 

keuangan Desa; 
j. tingkat prevalensi stunting tahun anggaran 2022; 
k. jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah tahun 

anggaran 2022; dan/ atau 
I. jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan tahun anggaran 2022. 

(10) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa 

berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kritenia 

kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(11) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan kriteria kinerja berupa indikator 

tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada aplikasi yang disediakan 

oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(12) Kabupaten wajib melakukan penilaian indikator tambahan minimal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) dalam hal kabupaten melakukan penilaian kinerja Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (11) 

(13) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten dalam penilaian indikator 
tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling tinggi 
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. kabupaten yang tidak memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 

(lima) indikator, tidak diberikan bobot penilaian; 
b. kabupaten yang hanya memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 

(lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh persen); dan 
c. kabupaten yang memenuhi indikator tambahan minimal sebanyak 5 (lima) 

indikator dan indikator tambahan opsional sebanyak 1 (satu) sampai dengan 12 
(dua belas) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua puluh 
persen) ditambah 10% (sepuluh persen) yang dibagi secara proporsional 
enwes4aikar dengen junket irdikator tarbabar opeional yang oenerhi 

(14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil 
penilaian kinerja Desa sebagairmana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11). 



(15) Dalam hal sampai dengan tanggal 7 September 2023 kabupaten/kota tidak 

melakukan penilaian kinerja Desa atau tidak menyampaikan hasil penilaian kinerja 
Desa pada aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, penilaian kinerja Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10). 

(16) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang melakukan penilaian 
indikator tambahan kinerja Desa ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh 
lima) kali dani besaran Alokasi Kinerja setiap Desa untuk kabupaten yang tidak 
melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Desa 

(17) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud ada ayat 16, terdiri dari: 

Status Pemerintah Daerah Besaran Alokasi Kinerja 

melakukan penilaian Indikator Rp 255. 750.000,00 (dua ratus lima 
Tambahan Kinerja Desa puluh lima juta tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah) 

tidak melakukan penilaian Indikator RD204.600.000,00 (dua ratus empat 
Tambahan Kinerja Desa juta enam ratus nibu rupiah) 

Pasal 7 

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dibagikan 

kepada setiap Desa berdasarkan indikator sebagai berikut 

a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen); 
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen); 

c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan 

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen). 
(2) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

menggunakan rumus: 
AFDesa = ((0,I0x2I) + (0,4022) + (0,10x23) + (0,40 x 24)) ¥AF 

Keterangan 
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 =rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa 

2 =rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa 

Z3 =rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa 

4 =rasi 1KG setiap Desa terhadap total 1 KG Desa 

AF = AlokKasi Formula nasional 
(3) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa 

penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa 

terkecil. 

Pasal 8 

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana 
dirmaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasat 7, Pemerintah menetapkan rincian Dana 
Desa setiap Desa tahun anggaran 2024. 



Pasal 9 

Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

sampai dengan Pasal 7, sebagai berikut 

a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, dan data jumlah penduduk 

bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, 
b. data status Desa menggunakan data indeks Desa membangun bersumber dari 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

c. data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa 
berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstremn yang 
ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan yang bersumber dani Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional, 

d. data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan data IKG Desa dan data luas 

wilayah Desa bersumber dani Badan Pusat Statistik; 

e. data APB Desa bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian 

Keuangan; dan 

f. data kinerja penyerapan dan capaian output Dana Desa bersumber dari aplikasi 

yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. 

Pasal 10 

(1) Data jumlah Desa dan data nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 huruf a adalah sebanyak 75.265 (tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh 

lima) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) kabupaten. 

(2) Dana Desa dialokasikan kepada 75.259 (tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh 

sembilan) Desa di 434 (empat ratus tiga puluh empat) kabupaten. 

(3) Berdasarkan jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

terdapat selisih sebanyak 6 (enam) Desa. 

(4) Selisih jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa yang 

a. terindikasi tidak memenuhi kriteria Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan 

Badan Pemerniksa Keuangan; atau 

b. tidak bersedia menerima Dana Desa 

(5) Kriteria Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi 

a. eksistensi wilayah Desa sudah tidak ada, 

b. Desa tidak berpenghuni, 

c. tidak terdapat kegiatan pemerintahan Desa; dan/atau 

d. tidak terdapat penyaluran Dana Desa paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut 

Pasal 11 

(1)Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (4) berupa 
a. kriteria utama; dan 
b. kriteria kinerja 



(2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a. Desa bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024, 
b. Desa telah disalurkan Dana Desa tahap l tahun anggaran 2024; dan 
c. Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun 

anggaran 2024; 
(3) Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi; 
a. pemenuhan anggaran ketahanan pangan dan hewani dari Dana Desa bagi Desa di 

kabupaten/kota yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan 
kerentanan pangan, 

b. pemenuhan anggaran BLT DeSa dani Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga 
miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau 

c. pemenuhan anggaran pencegahan dan penurunan stunting dani Dana Desa bagi 
Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting. 

(4) Dalam hal Desa tidak menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 
tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Desa tetap memenuhi 
kriteria utama sepanjang Desa 

a. tidak berada di kabupaten yang masuk kategori rentan berdasarkan peta 
ketahanan dan kerentanan pangan; 

b. tidak memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan 
Desa; dan/ atau 

c. bukan lokasi fokus intervensi penurunan stunting dan kriteria pada ayat (2) 

huruf a dan huruf b terpenuhi. 

(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi; 

a. kinerja emerintah Desa, meliputi 

1. kinerja keuangan dan pembangunan Desa; dan 

2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa; dan/ atau 

b. penghargaan Desa dani kementerian negara/ lembaga 
(6) Kriteria kinerja keuangan dan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf a angka 1 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai berikut: 

a. perubahan nilai indeks Desa membangun dari tahun 2023 ke tahun 2024 dengan 
bobot 15% (lima belas persen); 

b. kinerja penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 dengan bobot 20% 
(dua puluh persen); dan 

c. kinerja realisasi konsolidasi belanja AB Desa semester kedua terhadap anggaran 
tahun anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen). 

(7)Kriteria tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 terdiri atas dan memiliki bobot sebagai 
berikut: 
a. ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APB Desa semester kedua tahun 

anggaran 2023 dengan bobot 15% (lima belas persen); 
b. ketersediaan APB Desa tahun anggaran 2024 dengan bobot 25% (dua puluh lima 

persen); 
c. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa 

dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2023 
untuk bulan Juni sampai dengan bulan Desember dengan bobot 5% (lima persen); 

dan 

d. kelengkapan penyampaian Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja Desa 

dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa tahun anggaran 2024 
untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei dengan bobot 5% (lima persen) 



(8) Sumber data dalam pengalokasian tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), sebagai berikut: 

a. data nama dan kode Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; 
b. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa atas penetapan kepala 

Desa dan/ atau Bendahara Desa sebagai tersangka penyalahgunaan Keuangan 
Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan pada semester pertama tahun anggaran 2024 dari bupati; 

c. data Desa sudah salur Dana Desa tahap I tahun anggaran 2024 bersumber dari 
aplikasi yang disediakan oleh Kermenterian Keuangan, 

d. data Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun 
anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian 
Keuangan; 

e. data kabupaten yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan 
dan kerentanan pangan tahun 2022 bersumber dari Badan Pangan Nasional; 

f. data keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa 
berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 
tahun 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional, 

g. data Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2023 bersumber dari 
Badan Perencanaan dan embangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional, 

h. data oilai indeks Oesa merbangun talun 2023 dan tahun 2024 bersumber dari 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

i. data kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi 
yang disediakan oleh Kementerian Keuangan; 

j. data laporan konsolidasi realisasi APB Desa semester kedua tahun anggaran 2023 
bersumber dari Kementerian Dalam Negeri; 

k. data perubahan APB Desa tahun anggaran 2023 dan APB Desa tahun 
anggaran 2024 
bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, 

I. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja 
Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Juni 
sampai dengan bulan Desember tahun anggaran 2023 bersumber dari aplikasi yang 
disediakan oleh Kementerian Keuangan; 

m. data kelengkapan penyampaian laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Belanja 

Desa dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Belanja Desa untuk bulan Januari 
sampai dengan bulan Mei tahun anggaran 2024 bersumber dari aplikasi yang 
disediakan oleh Kementerian Keuangan; 

n. data kinerja realisasi belanja terhadap anggaran APBDes semester kedua tahun 

anggaran 2023 pada laporan konsolidasi realisasi APBDes bersumber dari 

Kementerian Dalam Negeri; dan 

o. data penghargaan dari kementerian negara/lembaga bersumber dari kementerian 

negarallembaga terkait. 

(9) Dalam hal periode tahun data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tersedia, 
digunak.an data periode tatun sebelumnya. 



Pasal 12 

(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan tambahan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berdasarkan kriteria utama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan kriteria kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) 

(2) Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa 

yang memiliki kinerja terbaik. 

(3) Penetapan jumlah Desa per kabupaten/kota penerima tambahan Dana Desa 

ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Desa per kabupaten/kota 

(4) Peringkat Desa per kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah hasil perkalian antara 

nilai indikator dengan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (6) dan ayat (7). 

(5) Desa penerima tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa 

merupakan Desa yang mendapatkan peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah 

penerima alokasi untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

(6) Tambahan Dana Desa untuk kategori kinerja Pemerintah Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan kelengkapan data 

APB Desa tahun anggaran 2024 yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan dan/ atau laporan konsolidasi realisasi APB Desa semester 

kedua tahun anggaran 2023 yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. 

(7)Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) ditentukan berdasarkan kelengkapan data APB Desa dan/atau laporan 

konsolidasi realisasi APB Desa dengan perhitungan bobot sebagai berikut; 

Kelengkapan Data Keuangan Desa Bobot 

Tidak mengirimkan APB Desa dan LaporanKonsolidasi 1,00 

Hanya menginimkan Laporan Konsolidasi 1,10 

Hanya mengirimkan data APB Desa 1,15 

Mengirimkan data APB Desa dan Laporan Konsolidasi 1,20 

(8) Besaran alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa untuk kategori penghargaan 

kementerian negara/lembaga ditetapkan dengan besaran alokasi tertentu. 

(9) Dalam hal penghitungan tambahan Dana Desa berdasarkan besaran alokasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) terdapat sisa hasil penghitungan, 

sisa hasil penghitungan tersebut dibagikan kepada seluruh Desa penerima tambahan 

Dana Desa pada kabupaten yang mendapatkan alokasi tambahan Dana Desa terkecil 



• 

BAB Ill 
PENYALURAN 

Pasal 13 

(1) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdirt 
atas: 

a. Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan 

b. Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya 

(2) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk 

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan 
ekstrem dalam bentuk BLT Desa; 

b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau 
c. program pencegahan dan penurunan stunting 

Pasal 14 

(1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagairmana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan 
sebagai berikut 

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan 4uni; 

b. tahap ll, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April 

(2) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umurm 

Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan 

menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap 

dan benar 

(3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai 

dengan ketentuan sebagai berikut 

a. tahap I berupa 

1. peraturan Desa mengenai AP8Des; 

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 

3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan 

keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT 

Desa; dan 

b. tahap Il berupa 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 

sebelumnya; dan 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap l 

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam 

puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendath 

sebesar 40% (empat puluh persen). 



(4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan 
dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN 

(5) Selain persyaratan penyaluran tahap l sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, 
bupati melakukan 

a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima 

manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; 

b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 

tahun anggaran 2023; dan 

c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan 

daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM.SPAN 

(6) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi; 

a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk stunting tabun 

anggaran 2023 dalam hal Desa menganggarkan program pencegahan dan 

penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan 

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai 

dengan bulan kedua belas dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun 

anggaran 2023 

(7) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun 

anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 

manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan. 

(8) Selain persyaratan penyaluran tahap ll sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 

bupati melakukan 

a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun 

anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada 

keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun 

anggaran 2024; dan 

b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan 

daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM.SPAN 

(9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimnaksud pada ayat (3) 

dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; 

b. batas waktu untuk tahap ll mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir 

tahun. 

(10) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan 

wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen 

persyaratan penyaluran tahap l pertama kali disertai dengan daftar RKD 



• (11) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah 

oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa. 

(12) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11) ditetapkan oleh bupati/wali kota. 

(13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

serta surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan dalam 
bentuk dokumen digital (softcopy). 

(14) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana 

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi 

dokumen persyaratan sebagairmana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan perekaman 

dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

Pasal 15 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (2), bupati/kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 

kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b 

(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting 

tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada bupati/wali kota 

(3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran 

Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

BAB IV 

PENGGUNAAN 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang 

bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a 

yang terdiri atas: 

a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, dan/atau 

b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya. 



• 

(2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a digunakan untuk 

a. program pemulihan ekonomi, berupa perindungan sosial dan penanganan 
kemiskinan ekstrerm dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima 
persen) dari anggaran Dana Desa; 

b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 
anggaran Dana Desa; dan/ atau 

c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa. 

(3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai 

potensi dan karakteristik Desa dan/ atau penyertaan modal pada badan usaha milik 
Desa. 

(4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling 

banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa. 

(5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada 

tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, 

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) 

Pasal 17 

(1)Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa 

bersangkutan berdasarkan data yang dirtetapkan oleh Pemerintah. 

(2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan 

kemiskinan ekstrem. 

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga 

desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon 

keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga 

desi 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

(4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT 

Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. kehilangan mata pencaharian, 

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel; 

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau 

e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. 



(5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah 
Daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang 

Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(6) Bupati menyampaikan data pensasaran 

kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data kemiskinan lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) kepada kepala Desa di wilayahnya 

(7) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai 

dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan 

ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa 

di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan 

penghapusan kemiskinan ekstrem 

(8) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat 

menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian 

negara/lembaga/Pemerintah Daerah 

(9) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari 

calon keluarga penenma manfaat BLT Desa. 

(10) Daftar eluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (9) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala 

Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa. 

(11) Peraturan kepala Desa atau eputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (10) minimal memuat: 

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat; 

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan 

c. jumlah keluarga penerima manfaat. 

(12) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 

bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima 

manfaat. 

(13) Pembayaran BLT Oesa epada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap 

bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan 

secara sekaligus. 

(14) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada 

keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk 

setiap bulan kepada bupati/wali kota 

(15) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga 

penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pada Aplikasi OM-SPAN. 

percepatan penghapusan 



• (16) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisit 

kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan 

penggunaannya 

(17) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak 

ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak melebihi 

batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a. 

(18) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima 

manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), 

dan ayat (4), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan 

kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa 

(19) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar 

jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (18). 

(20) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan 

kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan dattar jumlah keluarga penerima 

manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18), dapat digunakan untuk 

mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 16 

ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 16 ayat (3) 

(21) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (20) kepada bupati/wali kota 

(22) Dalam hal perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT DeSa 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 15) berbeda dengan perekaman awal jumlah 

keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (5) huruf a, bupati/wali kota memberikan penjelasan perbedaan dimaksud pada 

Aplikasi OM-SPAN 

(23) Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala Desa atau keputusan 

kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) pada Aplikasi OM-SPAN 

Pasal 18 

(1) Dalam hal kabupaten merupakan daerah yang berada pada kategoni rentan 

berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Desa diarahkan untuk 

menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikint 20% (dua 

puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b. 

(2) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan hasilpenilaian yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga 

yang berwenang. 



• (3) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi 

penurunan stunting. 

(4) Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang 

berwenang. 

(5) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 

dalam perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3), selisih lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 

prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) 

(6) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dalam 

perubahan APBDes untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (3), selisih kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak 

ditentukan penggunaannya. 

(7) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dan ayat (6) kepada bupati/wali kota. 

(8) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada 

Aplikasi OM-SPAN. 

BABV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

(1) Ketentuan mengenai; 

a. Rincian Dana Desa setiap Desa sebagairmana dimaksud dalam Pasal 8 yang 

merupakan hasi penghitungan Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2024; 

b. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimnaksud 

dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b; 

c. format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10); 

d. format surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 

Pasal 14 ayat (11); dan 

e. format kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Menteri ini. 

(2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar bagi 

pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes tahun anggaran 2024 



BABVI 

PENUTUP 

Pasal 20 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 21 
Peraturan Bupati Sumba Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Baral. 

Ditetapkan di Waikabubak 
pada tanggal, 3 onuoe? 00y 

BUPAT SUM~ABARAT,, 

YOKANIS DADE 

Diundangkan di Waikabubak 
pada tanggal, 3 Januaet 222s 

SEKRETARIS DAERAH KABUATEN 
SUMBA BARAT.2 

YERMIA NDAPA DODA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARATTAHUN 2024 NOMOR .. ? ..... 

Salinan sesuai dengan aslinya 

AGUSTI IS E. JAHA, SH 

Pembina Tk. I--IV/b 

NIP. 19690824 200312 1 006 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATT SUMBA BARAT 
NOMOR ; 2 TAHUN 2024 
TANGGAL: 3 Jaoarr 202 

TENTANG: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 
SETIAP DESA 

NO. KECAMATAN NAMA DESA KLASIFIKASI PAGU DANA 
DESA IDM DESA PER DESA 

f 2 3 4 5 

1. Tana Riahu Loko Rv Tertinaaal 1.027.047.000 

2 Tana Rihu Lolo Wano Terti al 764.133.000 

3. Tana Rihu Malata Berkembana 821.204.000 

4 Tana Riahu Noadu Pada Tertinaaal 760.523.000 

5. Tana Rahu Linau La u Tertinooal 1.142.767.000 

6. Tana R hu Karaka Nduku Tertinaaal 967.119.000 

7. Tana Riahu Wano Kasa Tertinaaal 818.416.000 

,. Tana Rihu Wee Patola Terti al 920.240.000 

9 Tana hu Zala Kadu Tertinaaal 851.127.000 

10. Tana Riahu Bondo Tera T al 968.550.000 

11. Tana Riahu Manu Kuku Terti al 1.066.799.000 

12 Tana Riahu Lolo Tana Tertinaaal 905.442.000 

13. Tana Riahu Kareka Nduku Utara Tertinaaal 743.606.000 

14 Tana RN hu Kareka Nduku Selatan Terti al 856.788 000 

15. Tana Riahu Manu Mada Tertinaaal 873.640 000 

16. Tana Riahu Elu Loda Tertinaaal 754.706.000 

17. Tana Rr hu Kalebu Ana Kaka Terti oal 759.703.000 

16. Tana Riahu Tarona Tertinaaal 962 497.000 

19. Loli Bera Dolu Berkembane 905.325.000 

20. Loli Doka Kaka Terti al 1.008.613.000 

21. Loli Tana Rara Berkembana 805.767.000 

22 Loli Bali Ledo Tertinanal 733.681.000 

23. Loll Dedekadu Berkembano 1.270.441.000 

24. Loli Ubu Pede Berkembang 1.054.795,000 

25. Loli Tema Tana Tertinaaal 692.238.000 

26. Loli Ubu Rava Tertinaaal 865.374.000 

27 Loli Manola Tertieceal 756.262.000 

28 Wanokaka Katiku Loku Berkembana 755.325.000 

29. Wanokaka Hunu Mada Tertinaaal 955.286.000 

30. Wanokaka Praibakul Tertinaal 809.469.000 

31. Wanokaka Hobawawl Berkembano 887.263.000 

32 Wanokaka Waihura Tertinaaal 835.828.000 

33 Wanokaka Pahola Berkembana 988.543.000 
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34. Wanokaka Bali Loku Tertinaaal 909.824 000 

35 Wanokaka Tara Manu Tertin al 691.688.000 

36. Wanokaka Marodu Terti al 859.632,000 

37. Wanokaka Rua Tertinqaal 895.260.000 

38. Wanokaka Rewa Rara Tertinaaal 747.295 000 

39. Wanokaka Wei Ma oma Terti al 910.598 000 

40. Wanokaka Ana Wolu Berkemban 725.490,000 

41. Wanokaka Pari Rara Tertinaaal 734.713.000 

42. Lambova PalialaBawa Terti al 861.355.000 

43. Lam a Wailibo Tertin al 1.204.660.000 

44. Lambova Lambova Bawah Tertinaaal 835.391,000 

45. Lambova Watu Karere Tertinaaal 1.125.932.000 

46. Lambova Kabu Karudi Berkembana 900.108.000 

47. Lambova Rajaka Tertin al 989.333,000 

48. Lambova Sodana Tertinaaal 888.849,000 

49. Lambova Labova Dete Sa at Terti al 1.165.962.000 

50. Lambova Rinau Rara Tertin al 1.122.968000 

51. Lambova Bodo Hula Tertin al 1.043.751,000 

52. Lambova Pala Moko Tertinaaal 868.775.000 

53. Kota Waikabubak Kodaka Berkemba 813.924.000 

54. Kota Waikabubak Tebara Maiju 1.123.036.000 

55. Kota Waikabubak Kalembu Kuni Berkembanq 914.871.000 

56. Kota Waikabubak Soba Rade Tertinaaal 1.241.745,000 

57. Kota Waikabubak Lap ale Berkemban 795.186 000 

58. Kota Waikabubak Modu Waimarinau Tertin al 1.159.988.000 

59. Kota Waikabubak Puu Mawo Tertinaaal 1.135.582.,000 

60. Labova Barat Wee Tana Tertinaaal 1.109.351.000 

61. Labova Barat Gaura Berkembana 1.085.095.000 

62. Labova Barat Patiala Dete Tertin al 1.274.008 000 

63. Labova Barat Harona Kalla Tertinaaal 1.138.454.000 

Total 58 1.541.000 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SE. JAHA, SH 

Pembina Tk. I -- IV / b  

NIP. 19690824 200312 1 006 

BUPAT1 90MB/K BARAT 
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